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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Di dalam masyarakat yang berkembang dan semakin
maju seperti sekarang ini, peranan bank sebagai lembaga
yang bergerak dalam usaha menghimpun dana masyarakat,
semakin menonjol. .

Bank merupakan lembaga keuangan yang tugas pokoknya
adalah menarik uang dari masyarakat dan dengan sejumlah
uang yang terkumpul dari masyarakat, bank ékan memberikan
pinjaman/modal kabada produsen atau pengusaha yang dapat
memannfaatkan uvang itu agar menjadi produktif.

Kegiatan perkreditan merupakan salah satu kegiatan
pokok dalam perbankan. FPemberian kredit kepada nasabah,
harus dilakukan secermat mungkin, demi keamanan dan
kelancaran pengembalian kredit tersebut.

Dalam praktek dapat ditemui surat perjanjian kredit
yang diterima oleh debitur terlampir surat aksep. Surat
aksep adalah salah satu surat berharga vyang didalamnya
terdapat pernyataan kesanggupan untuk membayar sejumlah
uang tertentu. Hal ini tertera dalam pasal 174 ayat 2
Kitab Undang—undang Hukum Dagang.

Surat aksep sebagai salah satu surat berharga,

memiliki beberapa fungsi yang merupakan ciri-ciri surat

berharga, sekaligus merupakan syarat untuk dapat
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digolongkan sebagai surat berharga.

Perkembangan di bidang perekonomian dan perdagangan
akan diikuti oleh perkembanqan kebutubhan akan kredit.
Sebagai konsekwensinya, pembinaan hukum vyang berkaitan

dengan pemberian kreditpun perlu mendapat perhatian

serius.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa
perlu untuk membahas/mengkaji dalam bentuk skripsi dengan
judul : " TINJAUAN VYURIDIS BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN

SURAT AKSEP DALAM PRAKTEK DI BANK DUTA CABANG
UJUNG FANDANG ".

1.2 Batasan Masalah.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di

atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah

sebagai berikut:
1. Bagaimanakah surat aksep dalam praktek di bank ?.

2. Apakah maksud dan tujuan bank menggunakan surat

aksep 7.

3. Bagaimana peranan surat aksep dalam praktek di bank 7.

1.3. Tujuan Penulisan.
Dalam melakukan suatu penelitian maka peneliti

tentunya mempunyai tujuan atas penelitian tersebut,
demikian juga dalam hal ini penulis berkehendak memaparkan

tujuan penelitian dari skripsi ini.

Adapun tujuan penelitian penulis adalah untuk
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memaparkan bagaimaa peranan penggunaan surat aksep dalam
praktek di bank dan mencoba memaparkan penyelesaian
masalah hukum yang timbul dari penggunaan surat aksep
tersebut.

Tujuan penelitian ini juga adalah untuk dapat
memberikan suatu nilai yang berguna sebagai bahan bacaan

dan informasi kepada mereka yang memerlukannya.

1.4 Metode Penelitian
Sebagaimana diketahui bahwa di dalam penulisan
karya ilmiah atau skripsi diperlukan kegiatan—-kegiatan
ilmiah atau skripsi diperlukan kegiatan—kegiatan
ilmiah berupa penelitian guna memperoleh data yang
akurat.
Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, penulis
akan melakukan penelitian sebagai berikut @
1. Penelitian Kepustakaan ( Library research )
Penelitian Kepustakaan penulis gunakan dengan cara
mempelajari literatur ilmiah yang ada hubungannya
dengan masalah yang akan dibahas. Ini dimaksudkan
untuk dijadikan acuan dalam mengemukakan teori-teori

yang akan dibahas

2. Penelitian Lapangan ( Field Research )
Penelitian lapangan penulis lakukan dengan cara

pengamatan pada bank yang menggunakan surat aksep

dalam praktek dalam hal ini adalah Bank Duta dan




mengadakan wawancara serta menyebarkan kuisioner

kepada pihak-pihak yvang berkepentingan.

1.5 Sistimatika Pembahasan.

Sebagai sub bab terakhir dari bab pendahuluan ini,
penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang
merupakan gambaran umum skripsi ini. Hal ini untuk
mempermudah para pembaca mengetahui materi yang dibahas
dalam skripsi ini.

Isi skripsi ini, penulis bagi menjadi 1lima bab vyang

masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN.
Bab ini adalah bab pendahuluan yang berisi uraian
mengenai latar bala;ang masalah, batasan masalah,
tujuan penelitian, metode penelitian dan vyang
terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB 2 PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA
PIHAK DALAM PERJANJIAN SURAT AKSEP.
Fada bab ini akan dibahas mengenai pengertian
surat aksep menurut pendapat para pakar hukum,
vaitu istilah dan definisi surat aksep serta. hal~-
hal 1lain yang dapat memberi gambaran yang Jjelas
mengenai surat aksep itu, kemudian akan
dikemukakan dasar hukum surat aksep serta hak dan
kewajiban para pihak dalam perjanjian surat

aksep.




BAB 3 SIFAT-SIFAT, BENTUK DAN SYARAT-SYARATL FORMIL ~

SURAT AKSEP. Tousiane

Dalam bab ketiga ini akan dibahas mengenai sifat-
sifat surat aksep yaitu sifat-sifat yang melekat
pada surat aksep sebagai surat berharga,
kemudian akan dikemukakan bentuk dan syarat-
syarat formil surat aksep.

TINJAUAN YURIDIS SURAT AKSEP DALAM PRAKTEK DI
BANK DUTA.

Bab keempat ini merupakan bab inti, dimana
penulis akan meninjdu mengenai praktek penggunaan
surat aksep dalam praktek di bank.

Juga dalam bab ini dikemukakan tent?nq peranan
surat aksep dalam praktek di bank.

PENUTUP .

Sebagai penutup dari pembahasan penulis, maka
pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari
seluruh pembahasan dalam skripsi ini, dan
kemudian penulis akan mencoba memberikan s;ran
sebagai masukan bagi pihak = pihak yang

berkepentingan.




BAB 2
PENGERTIAN, DASAR HUKUM DAN HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SURAT AKSEP

2.1 Pengertian Surat Aksep.
Sebelum penulis menguraikan pengertian " Surat

Aksep ", maka terlebih dahulu penulis kemukakan istilah "

Surat Aksep ".

Surat aksep dalam bahasa Belanda dikenal dengan
istilah orderbriefje, dalam bahasa Perancis billet a
order, dalam bahasa Jerman inhaberpapier dan dalam bahasa

Inggris dikenal dengan istilah promissory note.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, surat aksep
dikenal dengan istilah surat sanggup atau promesse aan
orde. Dalam praktek yang digunakan adalah istilah surat
aksep.

Oleh karena istilah yang digunakan dalam Kitab
Undang-undang Hukum Dagang adalah surat sanggup, maka
untuk mencari pengertian surat aksep, penulis akan
membahas pengertian surat aksep dengan berpatokan pada
istilah surat sanggup.

Istilah surat sanggup terdiri dari dua suku kata
yaitu " Surat " dan " sanggup ".

Surat menurut W.J.S. Poerwadarminto adalah sebagai
kertas yang bertulis ( berbagai-bagai isi maksudnya ).

Adapun kata sanggup diartikan sebagai sudi atau berjanji

o |




( hendak berbuat atau mengerjakan ), bersedia ( akan

berbuat ).

Surat menurut ilmu hukum dikenal ada beberapa
kategori, yaitu surat yang dapat dikategorikan sebagai
ékta dan surat yang bukan akta.

Akta menurut Sudikno Mertokusumoo ( 1979 : 106 )
adalah sebagai berikut :

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang
memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari
pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak
semula dengan sengaja untuk pembuktian ".

Menurut bentuknya, akta masih dapat dibagi atas dua
kategori yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Fengertian akta otentik menurut pasal 1868 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

" Buatu akta otentik ialah suatu kata yang,

didalam bentuk yang ditentukan oleh wundang-undang, '

yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai
umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta
dibuatnya ".

Jadi akta otentik ialah akta yang bentuknya telah
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan
yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta tersebut
dibuat.

Adapun yang dimaksud dengan akta di bawah tangan,
oleh Sudikno Mertokusumo ( 1979 : 110 ) dirumuskan
sebagai berikut : " Akta di bawah tangan ialah akta yang
sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa

bantuan dari seorang pejabat ".




Akta di bawah tangan umumny a tidak ditentukan

bentuknya. Jadi beda antara akta otentik dan akta di
bawah tanmgan adalah bahwa akta otentik telah ditentukan
bentuknya oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau
dihadapan pejabat yang berkuasa untuk itu, sedang akta di
bawah tangan hanya dibuat oleh para pihak tanpa bantuan
dari seorang pejabat dan umumnya bentuk akta ini tidak
ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka surat aksep
menurut Wirjono Frodjodikoro ( 1987 : 27 ), masuk
golongan akta dibawah  tangan yang merupakan suatu
pengakuan utang sepihak ( orderhandsche eenzijdige
schuldbekentenis ) dari pasal 1878 Kitab Undang-undang
Hukum Ferdata.

Jadi dengan menerbitkan surat aksep, penerbit telah
mengaku berutang kepada orang yang disebut namanya dalam
surat aksep.

Menurut Wirjono Prodjodikoro ( 1987 ¢ 24 ) adalah
sudah menjadi kelaziman, surat aksep digolongkan sebagai
surat berharga.

Tentang apakah yang dimaksud dengan surat berharga,
pembuat undang-undang tidak memberi penjelasan juga
mengenai surat-surat apa saja yang dapat digolongkan
sebagai surat berharga.

Adapun dalam pasal 4469 Kitab Undang-undang Hukum

Dagang hanya terdapat istilah surat berharga, vyang




berbunyi sebagai berikut:

" Terhadap pencurian dan kehilangan emas, perak,
permata-permata dan barang-barang berharga lainnya,
uwang dan surat berharga, serta terhadap kerusakan
dari barang—barang berharga yang mudah rusak,
pengangkut hanya bertnaggung jawab, bilamana |
kepadanya diberitakan tentang sifat, dan harga dari i
barang-barang ini sebelum atau pada saat penerimaan ". |

Unsur—-unsur vang perlu ada dalam surat berharga “

menurut doktrin yang dikutip oleh Ali Rido (1988 14 ) |

adalah sebagai berikut:

1. mudah dialihkan,

2. haknya bersifat obyektif,

Z. menganut legitimasi formal,

4. debitur tidak mengetahui krediturnya,

5. mempunyai sifat dapat diperdagangkan.

Selanjutnya H.M.N. Furwosutjipto ( 1987 : § ),
memberikan pengertian surat berharga sebagai berikut:
"Surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah
diperjualbelikan".

Sementara itu menurut Abdulkadir Muhammad ( 1989 :
3 ). supaya dapat dikatakan sebagai surat berharga
menurut pengertian hukum dagang, perlu dipenuhi syarat-
syarat tertentu yang merupakan ciri dari surat itu
sebagai surat berharga. Adapun fungsi surat berharga
menurut Abdulkadir Muhammad ada 3 ( tiga ) yaitu:

1. sebagai alat pembayaran (alat tukar uang),

2. sebagai alat untuk memindahkan hak tagih

( diperjual belikan dengan mudah dan sederhana )

3. sebagai surat bukti hak tagih.

Oleh karena surat aksep adalah surat berharga, maka

dapatlah dikatakan bahwa surat aksep adalah alat bayar,
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jadi surat aksep dapat digunakan sebagai pembayaran dalam
suatu transaksi.

Surat aksep adalah alat untuk memindahkan hak
tagih, artinya hak tagih dari pemegang pertama kepada
penerbit, dapat dialihkan kepada pemegang berikutnya
dengan jalan mengalihkan surat aksep. Fengalihan surat
aksep dilaksanakan dengan jalan endosemen dan penyerahan
surat itu. Dengan jalan endosemen, segala hak yang timbul
dari surat aksep, khususnya hak tagih, berpindah ke
tangan penerima pembayaran. Hal ini disimpulkan dari
pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Surat aksep adalah surat bukti hak tagih, artinya
| surat bukti adanya utang penerbit surat aksep kepada

orang yang disebut namanya dalam surat aksep. Orang yang
‘ disebut terakhir ini berhak menagih kepada penerbit dan

bukti adanya hak tagih adalah surat aksep.
| Ketiga fungsi vyang telah disebutkan di atas,
‘ merupakan fungsi utama surat berharga dan ketiga fungsi
! inilah yang merupakan ciri-ciri khas suatu surat berharga.
| Fernyataan yang terdapat dalam surat aksep adalah
pernyataan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang

tertentu, sebagaimana yang tertera dalam pasal 174 ayat 2

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

\ Dari uraian tersebut di atas, secara harfiah

dapatlah dirumuskan pengertian surat sanggup sebagai

kertas yang isinya pernyataan kesediaan untuk membayar




sejumlah uang tertentu.

Oleh karena istilah surat aksep hanya dikenal dalam
praktek, maka perlu penulis bahas tentang apakah
penggunaan istilah surat aksep tidak menyimpang dari
hakekat surat sanggup.

Sehubungan dengan hal ini, Emy Pangaribuan
Simanjuntak ( 1982 : 135-136 ) mengatakan sebagai
berikut :

" Aksep itu sebetulnya ialah dari perkataan accept

yang berarti " menerima ". Lebih lanjut perkataan

itu dipakai dalam hukum wesel dalam lembaga
akseptsi. Jadi aksepteren atau mengaksep berarti :

" menerima kewajiban untuk membayar " pada hari

gugur, atau dengan perkataan lain, menyanggupi

untuk membayar pada hari gugur "“.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang
mengatur surat aksep, tidak ada satu pasalpun yang memuat
pengertian atau definidi surat aksep. Para pakar hukum
dalam merumuskan definisi surat aksep mendasarkan
perumusannya pada pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang, yang mana pasal tersebut menetapkan syarat-syarat
formil surat aksep.

Mengenai pengertian surat aksekp, Abdulkadir
Muhammad ( 1989 : 123 - 124 ), mendefinisikan sebagai
berikut :

" Sebagai surat yang memuat kata sanggup atau

promesse aan _arder, yang ditanda tangani pada

tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penanda
tangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar

sejumlah uwang tertentu kepada pemegang atau
penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu ".
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Rumusan itu tidak jauh berbeda dengan rumusan
definisi surat aksep yang dirumuskan oleh Iman Prayogo
Suryohadibroto dan Djoko Prakoso ( 1987 1 177 ) yaitu :

Sebagai surat yang memuat kata surat aksep atau

promesse aan_ _order, yang ditanda tangani pada
tanggal dan tempat tertentu, dengan mana pananda

tangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar

sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau

penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu ".

Akan tetapi menurut kebanyakan pakar hukum kita,
khususnya yang menggeluti bidang hukum surat berharga
menyatakan bahwa ketentuan pasal 174 ayat 1 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang, mengandung suatu alternatif.
Adapun bunyi pasal itu adalah sebagai berikut :

" BRaik klausula sanggup, maupun nama "surat

sanggup" atau "promes atas pengganti", yang

dimuatkan di dalam teks sendiri dan dinyatakan
dalam bahasa dengan mana surat itu disebutkan ".

Jadi tanpa klausula sanggup atau klausula promes
atas pengganti pada sepucuk surat sanggup atau surat
aksep tidaklah mengakibatkan surat itu batal, asal surat
itu berbunyi atas pengganti.

Mengenai hari bayar, tempat penandatanganan dan
tempat pembayaran harus dilakukan juga bukanlah merupakan
suatu keharusan untuk dicantumkan dalam surat aksep.
Dengan kata lain, tanpa penyebutkan hari bayar, tempat
penandatanganan dan tempat pembayaran harus dilakukan,
tidaklah mengakibatkan kebatalan pada surat aksep

tersebut.

Hal ini jelas disimpulkan dalam pasal 175 ayat 2

T
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sampai ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dalam
mana pasal tersebut memuat pengecualian-pengecualian dari
pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Menurut ketentuan pasal 175 ayat 2 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang, surat aksep yang tidak ditetapkan
hari bayarnya, dianggap sebagai surat aksep atas
penglihatan. Surat aksep atas penglihatan adalah surat
aksep vyang hari bayarnya adalah pada saat surat ini
diperlihatkan kepadanya. Fenglihatan harus dilakukan dalam
tenggang waktu satu tahun. Ini disimpulkan dari pasal 133
Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Adapun apabila surat aksep yang diterbitkan tidak
ditetapkan tempat pembayarannya, menurut ketentuan pasal
175 ayat I Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tempat
penandatanganan surat aksep dianggap sebagai tempat dimana
pembayaran harus dilakukan.

Kemudian surat aksep yang tidak diterangkan dimana
surat tersebut diférbitkan, maka surat itu dianggap
diterbitkan atau ditandatangani di tempat vyang tertulis
disamping nama penanda tangan. Hal ini disimpulkan dari
pasal 174 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut
hemat penulis, surat aksep adalah surat yang memuat kata

Surat aksep " atau " promesse aan order " atau surat

yang berklausula atas pengganti, yang ditandatangani pada
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suatu wak tu tertentu, dalam mana penanda tangan
menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang
tertentu kepada orang yang disebut namanya dalam surat
itu atau kepada penggantinya pada hari bayar.'

Dengan menerbitkan surat aksep, penerbit telah
menyetujui untuk membayar pada hari bayar sesuai dengan
janjinya yvyang tercantum dalam surat aksep bahwa ia
sanggup membayar pada hari bayar. Jadi akibat hukum
penerbitan surat aksep sama dengan akibat hukum mengaksep
surat wesel. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa
secara terminologi hukum, istilah surat aksep vyang
digunakan dalam prkatek, tidak menyimpang dari hakekat
surat sanggup.

Fenanda tangan suatu surat sanggup, itu sama
terikatnya dengan akseptan suatu surat wesel. Hal ini
tertera dalam pasal 177 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi yuridis
seorang penerbit surat aksep sama dengan posisi yuridis
seorang akseptan surat wesel.

Jadi penerbit surat aksep bukan wajib regres,
melainkan berposisi sebagai wajib bayar, sebab akseptan
surat wesel adalah wajib bayar. Ferbedaannya hanyalah
bahwa penerbit surat aksep adalah berposisi sebagai
debitur dalam perikatan dasarnya, sedang seorang akseptan
surat wesel tidak selalu demikian. Hanya dalam hal surat

wesel vyang diterbitkan adalah bentuk surat wesel atas




penerbit sendiri, maka akseptan adalah berpos
sendiri, maka akseptan adalah berposisi yurid
debitur dalam perikatan dasarnya.

Bentuk akseptasi adalah pernyataan singkat yang
dibubuhkan pada sepucuk surat wesel, yang biasanya hanya
berbunyi " Sanaggup ", kemudian ditandatangani oleh
akseptan yang dicantumkan pada bagian depan surat wesel.
Dapat pula hanya berbentuk tanda tangan dari akseptan
yang dibubuhkan pada bagian depan surat wesel. Hal ini
disimpulkan dari pasal 124 ayat 1 Kitab Undang-undang
Hukum Dagang.

Jadi bentuk akseptasi berbeda dengan bentuk surat
aksep, yang mana surat aksep berbentuk sepucuk surat yang
ditandangani oleh penerbitnya. Demikian pula surat aksep
harus memnuhi syarat-syarat formil yang telah ditentukan
oleh undang-undang.

Surat aksep juga berbeda dengan surat promes,
walaupun keduanya termasuk dalam kategori surat
kesanggupan membayar. Ferbedaannya adalah terletak pada
klausulanya. Surat aksep berklausula atas pengganti,

sedang surat promes berklausula ata tunjuk.

2.2 Dasar Hukum Surat Aksep.
Surat aksep adalah surat berharga. Surat berharga
pada dasarnya diatur dalam kitab Undang-undang Hukum

Dagang .




Menurut sejarabhnya, Kitab Hukum Undang-undang
Dagang hanyalah duplukat saja dari Kitab Undang-undang
Hukum dagang Belanda yang mulai berlaku di Belanda pada
tanggal 1 oktober 1838.

Setelah Indonesia merdeka, maka berdasarkan aturan
peralihan pasal 1II Undang-undang Dasar 1945, Kitab
Undang-undang Hukum Dagang berlaku di Indonesia sampai
sekarang.

Surat aksep diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Dagang bagian XIII, titel & Buku I. Selain itu juga
berlaku ketentuan-ketentuan mengenai surat wesel
sebagaimana yang ditunjuk oleh pasal 176 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang.

Adapun ketentuan-ketentuan surat wesel yang berlaku
bagi surat aksep menurut padal 176 Kitab Undang-undang
Hukum Dagang adalah sebagai berikut :

1 Ketentuan tentang endosemen ( pasal 110 =~ 119.

KUHD ). ;
Ketentuan tentang hari bayar ( pasal 132 - 136
KUHD ).

2
3 Ketentuan tentang hak regres dalam hal non
pembayaran ( pasal 142-149, 151-153 KUHD ).

4 Ketentuan tentang pembayaran dengan intervensi
( pasal 154-158, 162 KUHD ).

S EKetentuan tentang turunan surat wesel ( pasal
166 dan 167 KUHD ).

6 Ketentuan tentang surat wesel vyang hilang
( pasal 167 a KUHD )

7 Ketentuan tentang perubahan ( pasal 168 KUHD )

8 Ketentuan tentang daluwarsa ( pasal 168 a, 169 -
170 KUHD ).

9 Ketentuan tentang hari raya, menghitung tenggang

waktu, dan larangan penangguhan hari ( pasal 171
a, 172 - 173 KUHD ).
10 Ketentuan tentang surat wesel yang harus dibayar




di tempat tinggal seorang ketiga atau ditempat
lain dari pada tempat tersangkut berdomisili
( pasal 103 dan 126 KUHD ).

11 kKetentuan tentang klausula bunga ( pasal 104
KUHD ).

12 Ketentuan tentang adanya selisih dalam
penyebutan mengenai jumlah uwang yang harus
dibayar ( pasal 105 KUHD ).

1¥ Ketentuan tentang akibat-akibat dari penempatan
tanda tangan dalam hal tidak adanya keadaan-
keadaan sebagaimana dimaksud oleh pasal 106
KUHD .

14 Ketentuan tentang akibat—-akibat dari penempatan
tanda tangan oleh seorang yang bertindak tanpa
hak atau yang melampaui batas haknya ( pasal 107
KUHD ).

15 Ketentuan tentang surat wesel dalam blanko
(pasal 109 KUHD).

16 Ketentuan tentang aval ( pasal 129 - 131 KUHD ).

Menurut ketentuan pasal 176 Kitab Undang—-undang

Hukum Dagang, ketentuan—-ketentuan yang ditunjuk ini hanya

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan sifat surat

aksep.

Adapun pasal-pasal yang termasuk dalam penunjukkan

tersebut tetapi tidak sesuai dengan sifat surat aksep,

antara lain adalah :

1.

pasal 114 ayat 1 KUHD. Fasal ini mengenai jaminan
akseptasi dan pembayaran oleh endosan.

pasal 126 ayat 2 KUHD. Pasal ini mengenai penunjukan
alamat di tempat domisili tersangkut dimana pembayaran
harus dilakukan.

pasal 130 ayat 5 KUHD. Pasal ini mengenai aval vyang
tidak disebutkan untuk siapa ia diberikan, dianggap
diberikan kepada penerbit.

pasal 154 ayat 1 dan 2 KUHD. Fasal ini mengenai




akseptasi dan pembayaran dengan intervensi.

Selain Kitab Undang-undang Hukum Dagang, berlakulah
juga ketentuan-ketentuan dalm Kitab Undang—unéang Hukum
FPerdata sepanjang belum diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Dagang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1

Kitab Undang-undang Hukum Dag;ng.

2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Surat

Aksep.

Sesuai dengan fungsi dan tujuan surat berharga,
maka surat aksep itu akan berpindah dari tangan ke
tangan, dari pemegang pertama kepada pemegang berikutnya.
Ferpindahan tersebut dapat berlangsung terus sampai tiba
pada hari bayar.

Dalam lalu lintas pembayaran dengan surat aksep,
terdapat personil surat aksep, yaitu orang-orang vyang
terlibat dalam pembayaran dengan surat aksep,
personil-personil tersebut adalah:

1. Penerbit ( trekker), yaitu yang menerbitkan surat
aksep, atau penanda tangan surat aksep.

2. Femegang pertama ( nemer ), yaitu orang yang akan
menerima pembayaran.

3. Endosan ( endosant ), vyaitu orang yang mengalihkan
surat aksep kepada pemegang berikutnya.

4. Pengganti ( geendosserde ), yaitu orang yang menerima
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peralihan surat aksep dari pemegang sabelqmnya,
5. Avalis ( avalist ), yaitu pihak yang memberi jaminan.

Hubungan hukum yang terjadi dalam penerbitan surat
aksep sangat sederhana, vyaitu hubungan hukum antara
penerbit dengan penerima surat aksep. Jadi pada surat
aksekp tidak dikenal lembaga akseptasi seperti yang ada
pada surat wesel. .

Lazimnya surat berharga dilatarbelakangi oleh suatu
perjanjian. Ferjanjian adalah salah satu sumber
perikatan., Perikatan yang lahir dari perjanjian inilah
yang disebut dalam hukum surat berharga dengan istilah
perikatan dasar.

Sebagai surat berharga, maka surat aksep Jjuga
berlatar belakang pada perjanjian yang disebut perikatan
dasar. Dalam perjanjian tersebut penanda tangan berposisi
sebagai debitur dan pibhak penerima atau pemegang
berposisi sebagai kreditur.

Lalu apakah yang menjadi hak dan kewajiban para
pihak dalam perjanjian surat aksep.

Seperti vyang telah dikemukakan pada sub bab
terhadulu, bahwa dengan menerbitkan surat aksep, penerbit
telah menerima untuk membayar pada hari bayar sesuai
dengan janjinya yang tercantum dalam surat aksep bahwa ia
sanggup membayar pada hari bayar.

Fembayaran dilakukan dengan cara penyerabhan surat

aksep kepada penerbit atau penanda tangan surat aksep




pada hari bayar.

Penolakan pembayaran surat aksep pada hari bayar,
maka pemegang surat aksep dapat melakukan hak regresnya
guna memperoleh pembayaran kepada penerbit atau debitur-—
debitur lainnva.

Fenolakan pembayaran surat aksep harus dinyatakan
dengan akta otentik. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal
176 yo pasal 143 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dalam hukum surat berharga, pernyataan penolakan
pembayaran disebut protes tiada pembayaran.

Undang-undang memberikan hak kepada penerbit atau
penanda tangan surat aksep untuk menolak pembayaran yang
dimintakan kepadanya. Dalam hukum surat berharga dikenal
dengan upaya tangkisan. Upaya tangkisan dibedakan menjadi
dua macam, yaitu @

1. upaya tangkisan absolut,
2. upaya tangkisan relatif.

Upaya tangkisan absolut timbul dari surat berharga
itu sendiri, yang dianggap sudah diketahui oleh umum. Hal
atau keadaan yang timbul dari surat berharga menurut
Abdulkadir Muhammad ( 1989.:.24 ) adalah sebagai
berikut :

1. cacat bentuk surat berharga,

2. lampau waktu ( daluwarsa ) dari surat berharga,

3. kelainan formalitas dalam hal melakukan regres.

Dengan demikian penerbit atau penanda tangan dapat

menggunakan upaya tangkisan absolut apabila ada cacat




bentuk surat aksep. Cacat bentuk yang dimaksud adalah
apabila tidak memenuhi syarat-syarat formil surat aksep
sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang.

Surat aksep vang termasuk cacat bentuk adalah tidak
ada tanda tangan penerbit atau penanda tangan surat
aksep, tidak ada tanggal penerbitan, tanda tangan palsu
dan sebagainya.

Tangkisan absolut juga dapat digunakan terhadap
ketidak cakapan penerbit atau penanda tangan surat aksep
untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini menyangkut soal
sahnya perjanjian vyang menjadi dasar penerbitan surat
aksep.

Demikian juga paksaan badan dan sakit jiwa termasuk
juga cacat bentuk. Dua hal menurut abdulkadir Muhammad
tersebut merupakan alasan untuk menggunakan tangkisan
absolut, karena tidak ada pgrbuatan bebas dari penanda
tangan. Dengan demikian hubungan hukum antara penerbit
atau penanda tangan dan pemegang pertama juga tidak sah.

Tangkisan absolut dapat juga digunakan terhadap
lampau waktu. Jika pemegang surat aksep memintakan
pembayaran setelah lewat tenggang waktu, maka penerbit
atau penanda tangan surat aksep akan menolak dengan
tangkisan lampau waktu.

Ketentuan lampau waktu ( daluwarsa ) untuk surat

aksep menunjuk ketentuan yang diatur dalam pasal 169 yang
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berlaku untuk surat wesel, bahwa semua penuntutan hak,
yang timbul dari surat wesel terhadap akseptan, lampau
waktu dengan lampaunya waktu satu tahun.

Kelainan formalitas dalam hal regres dapat juga
dijadikan alasan untuk menggunakan tangkisan absolut.

Seperti yang dikemukakan pada halaman terdahulu,
bahwa penolakan pembayaran harus dinyatakan dengan akta
otentik, akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan ini,
maka penerbit atau penanda tangan surat aksep akan
menolak pembayaran dengan alasan kelainan formalitas
dalam hal regres.

Upaya tangkisan relatif adalah upaya tangkisan yang
berdasarkan pada hubungan hukum antara penerbit dan
pemegang pertama.

Upaya tangkisan relatif ini baru dapat digunakan
oleh penerbit atau penanda tangan surat aksep apabila
pemegang memperoleh surat aksep itu dengan sengaja
merugikan penerbit atau penanda tangan surat aksekp.

Larangan menggunakan upaya tangkisan relatif
ditentukan dalam pasal 109 dan pasal 116 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang yang berlaku bagi surat aksep atas
penunjukan pasal 176 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai
berikut : B
" Bilamana sepucuk surat wesel yang tidak lengkap

pada waktu diterbitkannya dilengkapi dengan
bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang




diadakan, maka tidak dipenuhinya perjanjian-—

perjanjian itu tidak dapat dikemukakan kepada

pemegangnya, kecuali bilamana orang ini memperoleh
surat wesel itu secara tidak jujur atau kepadanya
dapat dipersalahkan berat pada waktu memperolehnya

Adapun bunyi pasal 116 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang adalah sebagai berikut :

" Mereka vyang ditagih berdasarkan surat wesel,
kepada pemegang tidak dapat mengemukakan upaya-
upaya tangkisan yang berdasar atas hubungan pribadi
mereka dengan penerbit atau pemegang—-pemegang
sebelumnya kecuali apabila orang lain pada waktu
mendapatkannya dengan sengaja berbuat merugikan
orang yang berutang ".

Adapun tujuan larangan menggunakan tangkisan
relatif terhadap pemegang vyang memintakan pembayaran
adalah untuk mencegah jangan sampai fungsi surat berharga
itu terganggu. Selain itu untuk menghormati dan menjamin
hak dari pemegang yang jujur.

Hak dan Kewajiban para Fihak dalam Ferjanjian
Surat Aksep. Fenerbit ( trekker )

Dengan menerbitkan surat aksep, maka penerbit telah
menerima untuk membayar pada hari bayar sesuai dengan
jJanjinya yang tercantum dalam surat aksep bahwa ia
sanggup membayar pada hari bayar. Fembayaran dilakukan
dengan cara menyerahkan surat aksep kepada penerbit atau
penanda tangan surat aksep pada hari bayar. Jadi
kewajiban penerbit adalah membayar surat aksep pada hari
bayar.

Fenerbit berhak menolak pembayaran vang diajukan

kepadanya apabila pemegang surat aksep minta pembayaran




sebelum surat aksep jatuh tempo.
Pemegang ( nemer )

Sebagai pemegang pertama surat yang diterbitkan
oleh penerbit, maka pemegang surat aksep ini mempunyai
hak wuntuk meminta pembayaran pada penerbit pada .saat
surat aksep jatuh tempo.

Apabila pemegang pertama menginginkan sejumlah uang
sebelum hari bayar tiba, ia dapat mengendosemenkan surat
aksep itu kepada pihak lain. Dengan demikian ia segera
dapat memperoleh uang yang ia butuhkan.

Femegang pertama yang telah mengalihkan surat aksep
bwerkewajiban menjamin bahwa pemegang berikutnya akan
mendapat pembayaran dari penerbit surat aksep pada saat
surat aksep jatuh tempo. apabila pemegang tidak mendapat
pembayaran dari penerbit, maka pemegang yang mengalihkan
atau mengendosemenkan surat aksep ini wajib melakukan
pembayaran yang dimintakan kepadanya.

Fengganti ( geendosserde )

Sebagai pemegang surat aksep dari pemegang
sebelumnya, maka seorang pengganti berhak memperoleh
pembayaran pada saat surat aksep jatuh tempo.

Apabila pada hari bayar pemegang tidak memperoleh
pembayaran, maka pemegang dapat melakukan regres terhadap
endosan dan penerbit atau penanda tangan surat aksep. Hal
ini penulis simpulkan dari pasal 142 Kitab Undang-undang

Hukum Dagang yang berlaku terhadap surat aksep
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berdasarkan penunjukkan pasal 176 Kitab
Hukum Dagang.

Dalam Hal pemegang mengalihkan
mengendosemenkan surat aksep, maka ia mempunyai kewajiban
sama dengan endosan sebelumnya.

Avalis ( avalist )

Aval diatur dalam pal;l 129-131 Kitab Undang-undang
Hukum Dagang. Berdasarkan penunjukkan pasal 176 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang, maka ketentuan tersebut
berlaku bagi surat aksep.

Aval menurut Abdulkadir Muhammad ( 1989 : 78 )
adalah suatu lembaga jaminan dalam hukum wesel, dengan
mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin
pembayaran surat wesel itu pada hari bayar. P

Jaminan aval dapat diberikan oleh pihak ketiga,
bahkan oleh setiap orang yang tanda tangannya termuat
dalam surat aksep.

Dalam pasal 131 ayat 1 ditegaskan bahwa sipemberi
aval adalah terikat secara sama seperti seorang yang
dijamin kewajiban.

Dengan demikian pemegang surat aksep berhak meminta
pembayaran pada avalis apabila AVALIRDE tidak membayar
surat aksep. Adapun avalis atau AVALIRDE berkewajiban
memberikan pembayaran kepada pemegang surat aksep.

Apabila avalis membayar kepada pemegang kepada

pemegang surat aksep, maka menurut pasal 131 ayat 3 Kitab
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menurut hukum bisa dilaksanakan kepada AVALIRDE dan

kepada mereka yang terikat karena surat aksep.




BAB I

SIFAT-SIFAT, BENTUK DAN SYARAT-SYARAT

FORMULIR SURAT AKSEP

3.1. Sifat-sifat Surat Aksep.

Menurut Emy Fangribuan Simanjuntak ( 1982 : 134 ),
sifat surat aksep adalah surat tagih hutang vang
tergolong pada kriteria " janji untuk membayar "
( betalings belofte ). Dengan demikian berbeda dengan
surat wesel yang tergolong pada "perintah untuk membayar"

Dengan adanya sifat tersebut diatas maka pada
surat aksep tidak dikenal adanya lembaga akseptasi
seperti yang dikenal dalam surat wesel.

Sementera itu Abdulkadir Muhammad ( 1989 : 126 -
127 ), mengemukakan tiga sifat surat aksep. Adapun ketiga
sifat surat aksep tersebut adalah sebagai berikut :

1. surat aksep berklausula atas pengganti,

2. surat aksep sebagai bukti pinjam uang,

Z. surat aksep sebagai alat bayar.

Surat aksep adalah surat berharga yvang berklausula
atas pengganti ( aan order ). Karena itu disebut juga
sebagai surat atas pengganti atau promesse atas
pengganti. Dengan demikian, meskipun klausula tersebut
tidak disebut dalam surat itu, ia tetap dianggap
sebagai surat atas pengganti ( praesumptief orderpapier )
Cara pemindahannya harus dengan endosemen. Dengan

endosemen semua hak yang timbul dari hubungan hukum surat

il




aksep itu beralih kepada pemegang berikutnya. 1
Dalam wuraiannya mengenai sifat surat berklausula
atas pengganti pada surat aksep, Abdulkadir Muhammad

( 1989 : 126 ) mengemukakan bahwa :
" Surat aksep tidak dapat digolongkan kepada surat
pengakuan hutang ( schuldbekentenis, I1.0.U ),
walaupun didalamnya penanda tangan mengakui ada
hutangnya pada pemegang dan berjanji membayar pada
hari bayar ". :

Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad (1982 : Q128 ),
mengemukakan @
" Surat pengakuan hutang bukan surat berharga
melainkan hanya merupakan surat bukti hutang, yang
jika diperalihkan caranya dengan cessie dan
kemudian diberitahukan kepada debiturnya. Hal
semacam ini tidak ada tidak ada pada surat aksep ".

Surat aksep digolongkan kepada surat tagihan hutang

( schuldvorderingspapier ) yang bukan perintah untuk

membayar ( hg;gl;ngsogdcg:h; ). Jadi surat aksep bersifat
sebagai bukti pinjam uang.

Dengan adanya surat aksep yang diterbitkan atas
penglihatan, maka dalam hal ini surat aksep bukan lagi

bersifat alat bukti pinjam uwvang melainkan bersifat

payment ). } o
Fenerima atau pemegang surat aksep atas penglihatan

sama dengan penerima atau pemegang uang tunai, artinya

seketika dikehendakinya surat aksep itu dapat ditukarkan

dengan uang tunai pada penanda tangan, atau dapat

digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi jual beli.



3.2. Bentuk dan Syarat-syarat Formil Surat Aksep.

Surat aksep adalah surat berharga. Sebagai surat
berharga, surat aksep harus memenuhi syarat-syarat fnrﬁil
yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat formil
tersebut menentukan bentuk surat aksep.

Adapun syarat-syarat formil surat aksep menurut

pasal 174 Kitab Undang—-undang Hukum dagang adalah sebagai

berikut =

1. baik klausula sanggup, maupun nama " surat
sanggup " atau " promes atas pengganti ", vyang
dimuatkan dalam teks sendiri dan dinyatakan
dalam bahasa dengan nama surat itu disebutkan,

2 janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu
jumlah tertentu,

3 penunjukan hari gugur,

4 penunjukan tempat, dimana pembayaran harus
terjadi,

S nama orang, kepada siapa atau kepada
penggantinya pembayaran itu bharus dilakukan,

b penyebutan hari penanggalan, beserta tempat,
dimana surat sanggup itu ditandatangani,

i tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu

( penanda tangan ). f

Syarat-syarat formil ini merupakan suatu keharusan
dan mutlak harus dipenuhi dalam penerbitan surat aksep.
Hal 1ini ditegaskan dalam pasal 175 Kitab Undang-undang
Hukum Dagang bahwa surat, dalam mana salah satu
penyebutan yang dinayatakan dalam pasal 174 tidak ‘ada,
tidak berlaku sebagai surat sanggup, kecuali dalam hal-
hal tertentu.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapatlah

disimpulkan bahwa sekalipun syarat-syarat formil tersebut

bersifat memaksa, namun masih terdapat pengecualian-
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pengecualian tertentu.
Fengecualian—-pengecualian tersebut adalah :
1. surat aksep, vyang hari gugurnya tidak ditunjuk,
dianggap dapat dibayar atas penglihatan,
2. bila tempat pembayaran tidak ditentukan secara khusus,
maka tempat penanda tangan surat aksep itu dianggap
sebagai tempat pembayaran dan juga men j adi tempat

. domisili penanda tangan,

A

surat aksep vyang tidak diterangkan tempat penanda
tangannya, maka tempat yang tertulis di samping nama
penanda tangan dianggap sebagai tempat
ditandatanganinya surat aksep tersebut.

Dari apa vang disebut di atas, dapatlah disimpulkan
bahwa hari bayar, tempat pembayaran dan tempat
penandatangan surat aksep tidak harus dimuat dalam surat
aksep.

Syarat formil surat aksep yang pertama mengandung
suatu alternatif, artinya ketiga macam klausula tersebut
( klausula sanggup, klausula surat sanggup dan klausula

promes atas pengganti ) tidak harus dimuat semuanya dalam

surat aksep, cukup dimuat salah satu dari ketiga klausula
tersebut, maka surat tersebut sudah memenuhi syarat
formil yang pertama. Jadi jika klausula surat aksep sudah
dimuat, maka kedua klausula lainnya tidak perlu dimuat.
Sehubungan dengan hal tersebut, Emy Fangaribuan

Simanjuntak ( 1982 : 137 ) mengatakan :
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" Jadi bilamana surat itu hanya mengandung klausula
" surat sanggup " maka surat itu adalah

" praesumptief surat atas pengganti" ( praesumptief
orderpapier = sejak semula dianggap surat atas
pengganti ) ".

Jadi walaupun klausula atas pengganti tidak dimuat
dalam surat aksep, asalkan surat tersebut memuat klausula
surat aksep, tetaplah surat tersebut dapat dialihkan
dengan jalan endosemen.

Syarat formil yang kedua surat aksep adalah janji
yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah
tertentu. Kesanggupan membayar merupakan suatu Jjanji
penanda tangan surat aksep yang harus dipenuhinya. Dengan
demikian penanda tangan tidak berwajib regres, melainkan
berkewajiban membayar.

Kesanggupan membayar itu harus berupa uang tertentu
yang harus dilakukan tanpa syarat. Hal ini menurut
Abdulkadir Muhammad ( 1989 : 131 ) bahwa : " Sebab
syarat-syarat seperéi itu tidak dikehendaki oleh hukum
surat-surat berharga ".

Apabila kesanggupan membayar pada sqrat aksep
mengandung syarat misalnya : diberi syarat kesanggupan
jika pemegang surat aksep bersedia pula membayar utangnya
pada penanda tangan, maka pemegang berikutnya harus
meneliti lebih dabulu apakah syarat itu telah dipenuhi,
agar ia terhindar dari risiko kerugian. Hal ini tentu
saja memakan waktu.

syarat formil yang ketiga surat aksep adalah




penunjukan hari gugur. Mengenai hari bayar, pasal 176

Kitab Undang—undang Hukum Dagang menunjuk ketentuan surat
wesel. Fada surat wesel dikenal empat macam penentuan
hari bayar yaitu pada waktu diperlihatkan, pada waktu
tertentu sesudah diperlihatkan, pada waktu tertentu
sesudah tanggal penerbitan dan pada waktu vyang telah
ditentukan.

Khusus mengenai surat aksep yang diterbitkan pada
waktu tertentu setelah penglihatan ( nazicht ) terdapat
suatu aturan yang menyimpang dari ketentuan,K mengenai
wesel setelah penglihatan ( nazichtwessel ) dalam pasal
134 ayat 1 dan ayat 2. Penyimpangan ini diatur di dalam
pasal 177 ayat 2 Kitab Undang-undang Hikum Dagang.
Fenyimpangan ini dapat diterima dan dimengerti oleh
karena pada surat aksep tidak berlaku " akseptasi " dan
selanjutnya tidak ada protes non akseptasi.

Berdasarkan pasal 177 ayat 2 Kitab Undang-undang
Hukum Dagang, penetapan bhari gugur dari surat aksep
setelah penglihatan ( pazich ), ditentukan dengan
menugaskan kepada pemegang untuk menawarkan surat itu
kepada menanda tangan untuk diberi tanda " mengetahui ".
Fenawaran ini harus terjadi dalam tenaggang yang
diperpanjang atau diperpendek oleh penerbit atau endosan
( pasal 122 ayat 2 dan ayat I Kitab Undang-undang Hukum

Dagang ) 85 Tenggang penglihatan berjalan sejak

penanggalan visumnya / pencantuman catatan melihat.




Bilamana visum itu ditolak, pemegang wajib membuat

suatu protes untuk dapat melakukan hak regresnya. Dalam
keadaan demikian, maka tenggang penglihatan berjalan
sejak saat penanggalan protes.Syarat formil surat aksep

yang keempat adalah penunjukan tempat, di mana pembayaran

harus terjadi. Fentingnya syarat keempat ini adalah

sehubungan ketentuan bahwa hutang surat aksep harus
ditagih di tempat. Tetapi jika dalam teks surat aksep
tidak dituliskan tempat pembayaran, tidak akan
mengakibatkan surat aksep tidak sah, karena tidak
diketahui tempat pembayarannya. Fasal 174 ayat 3 Kitab
Undang—undang Hukum dagang memberikan penjelasan bahwa
dalam hal tidak ada penetapan khusus, tempat penanda
tanganan surat itu dianggap sebagai tempat pembayaran.

Bilamana tempat penandatanganan itu tidak
disebutkan maka menurut pasal 175 ayat 4 Kitab Undang-
undang Hukum dagang, surat aksep yang demikian dianggap
ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama
penanda tanganan.

Selain itu tempat penanda tangan juga penting untuk
mengetahui apakah ada unsur asing dalam penerbitan surat
aksep tersebut, dimana unsur asing merupakana titik taut
primer atau faktor penentu adanya masalah hukum perdata
internasional. Fencantuman tanggal penanda tangan surat
aksep adalah penting sehubungan dengan penentuan hari

bayar, terutama untuk surat aksep yang diterbitkan atas
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penglihatan, pada waktu tertentu setelah pewngliahatan

dan pada waktu tertentu sesudah tanggal penerbitan.

Selain itu, tanggal penandatanganan surat aksep
juga penting uﬁtuk diketahui apakah penanda tangan ketika
menandatangani surat aksep sudah dewasa atau belum.

Syarat formil yang kelima surat surat aksep adalah
nama orang kepada siapa atau kepada penggantinya,
pembayaran itu harus dilakukan. Dalam surat aksep harus
disebutkan nama " orang " kepada siapa pembayaran itu
harus dilakukan didepan nama itu boleh diberi klausula
atas pengganti. Surat aksep tidak dapat diterbitkan atas
tunjuk ( aan_ tooder ). dengan demikian surat aksep hanya
dapat dialihkan dengan jalan endosemen.

Syarat formil yang terakhir dari surat aksep yang
diatur dalam pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
adalah tanda tangan orang yang mengeluarkan surat aksep.
Tanda tangan adalah syarat mutlak surat akta, dengan
menandatangani surat ﬁksep itu, berarti pananda tangan
telah menyetujui penerbitan surat aksep dan juga
menyetuji apa yang tertulis pada surat itu.

Fasal 102 Kitab Undang—-undang Hukum Dagang mengenai
bentuk-bentuk khusus surat wesel oleh pasal 176 Kitab
Undang-undang Hukum dagang tidak dinyatakan berlaku bagi
surat aksep. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan
prinsipil antara surat aksep dengan surat wesel, yaitu

surat aksep merupakan janji untuk membayar.




Adapun halnya dengan surat aksep untuk
orang ketiga, menurut Scheltema ( Wirjono Pr
1985 : 86 ) adalah mungkin saja mengeluarka
padahal yang membayar adalah orang ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut di atﬁs, Wirjono
Prodjodikiro ( 1987 : 86 ) mengemukakan bahwa :

" SBurat aksep yang dikeluarkan untuk rekening

seorang ketiga, adalah praktis sama dengan wesel

atau cek oleh karena aksep semacam ini praktis
merupakan suatu suruhan membayar uang ditujukan
kepada seorang ketiga itu selaku tertarik ".

Demikian Jjuga dengan aksep incasso tidak
dimungkinkan. Hal incasso ini hanya dapat ditemukan dalam
suruhan membayar. In-casso berarti suatu pemberian kuasa
dimana penerbit adalah pemberi kuasa, sedang pemegang
adalah penerima kuasa untuk menagih uang.

Aksep yang berdomisili dimungkinkan oleh pasal 176
ayat 2 kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi
sebagai berikut :.

" Atas surat sanggup Jjuga berlaku ketentuan-

ketentuan mengenai surat wesel, yang dapat dibayar

pada seorang ketiga atau di tempat lain dari pada

tempat domisili si tersangkut .

Pasal ini menunjuk pada pasal 103 dan pasal 106
Kitab Undang—-undang Hukum Dagang.

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad ( 1986 : 124 )

memberikan contoh-contoh surat aksep sebagai berikut :
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1. Contoh Surat Aksep biasa.

Jakarta, 1 Juni 1978
Fada tanggal 15 Agustus 1978 yang bertanda tangan
dibawah ini sanggup membayar kepada tuan Bachmid
atau penggantinya di Jakarta uang sejumlah Rp

750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ),-

B. BERNHARD & CO

2. Contoh Surat Aksep op zicht.

. Jakarta, 1 Juni 1987
Atas pengunjukan dan penyerahan surat promess ini
yang bertanda tangan di bawah ini sanggup membayar
kepada tuan Bachmid atau plngq.nélnya uang
sejumlah Rp 750.000,- ( tujubh ratus lima puluh

ribu rupiah ).
B. BERNARD & CO
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Adapun contoh lain dari Osman Bosra ( 1979 : 26 )

adalah sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini berjanji akan
membayar kepa&a tuan B atau pada wakilnya pada
tanggal 1 September 1973 uang sebanyak Rp.
25.000.000,~ ( dua puluh lima juta rupiah ) di

Ujungpandang.
Jakarta, 1 Juli 1973

Tuan A

t - t!ﬂn




BAB 4

TINJAUAN YURIDIS SURAT AKSEP DALAM PRAKTEK

DI BANK DUTA CABANG UJUNGPANDANG

4.1 Surat Aksep dalam Praktek.

Sebelum penulis memasuki pembahasan inti dari sub
bab ini, terlebih dahulu akan dikeﬁukakan secara singkat
gambaran umum lembaga perbankan di Indonesia.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang
Fokok Ferbankan, bank adalah suatu lembaga keuangan vyang
usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa
dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Disamping bank, masih ada lagi lembaga keuangan
lainnya dalam masyarakat, baik yang berstatus resmi
maupun tidak, seperti misalnya rumah gadai negeri,
perusahaan asuransi, dan lain-lain.

Ferbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai
ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan lembaga
keuangan lainnya. Kekhususannya itu adalah terletak pada
fungsinya yaitu fungsi penarikan dana masyarakat dan
menyalurkannya kembali ke masyarakat berupa kredit.

Dalam Undang-undang Fokok Ferbankan disebutkan
bahwa berdasarkan fungsinya Bank dibagi dalam empat macam
yaitu :

1. Bank Sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana

yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945
yang akan diatur dengan Undang—-undang tersendiri
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yaitu sebagai Bank Sentral atau pemimpin bank-
bank,

2. Bank Umum ialah bank yang dalam pengumpulan
dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk
giro dan deposito dalam usahanya terutama
memberikan kredit jangka pendek,

3. Bank Tanbungan ialah bank yang dalam pengumpulan
dananya terutama memperbungankan dananya dalam
kertas berharga,

4. Bank Fembangunan ialah bank yang dalam
pengumpulan dananya terutama menerima simpanan

| dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan
kertas berharga jangka menengah dan panjang di
bidang pembangunan.

Bank Duta sebagai salah satu bank umum swasta dalam
mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk
giro dab deposito dan dalam usahanya terutama memberikan
kredit jangka pendek dan menengah.

Dalam menjalankan usahanya, Bank Duta menggunakan
berbagai dokumen perbankan dan surat berharga. Salah satu
surat berharga itu adalah surat aksep. Surat aksep dalam
praktek di Bank Duta digunakan sebagai lempiran dari
surat perjanjian kredit ( contoh telampir ).

Dari wawancara penulis dengan salah seorang pegawai
dari seksi legal dan dokumentasi, menyatakan bahwa surat
aksep diterbitkan pada saat penandatanganan surat
perjanjian kredit.

Surat aksep yang digunakan dalam praktek di Bank
Duta, disediakan dalam bentuk blanko, pengisiannya
dilakukan oleh Bank Duta, penerima kredit hanya
menandatangani surat aksep tersebut.

Pada bab terdahulu telah dikatakan bahwa surat

[ PP
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aksep masuk dalam golongan akta di bawah tangan yang
merupakan suatu pengakuan utang secara sepihak
( orderhandsche eenzijdige schuldbekentenis ) dari pasal
1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut ketentuan pasal 1878 kitab Undang-undang
Hukum Perdata, perikatan-perikatan utang sepihak dibawah
tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan
suatu barang vang dapat ditetapkan atas suatu harga
tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya
sipenanda tangan sendiri, atau paling sedikit, selainnya
tanda tangan, bharus ditulis dengan tangannya sipenanda
tangan sendiri. Suatu persetujuan yang memuat jumlah atau
besarnya barang yang terutang. Jika ini tidak diindahkan
maka apabila perikatan dimungkiri, akta vang ditanda
tangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan
pembuktian dengan tulisan.

Rerdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penulis
akan membahas apakah ketentuan tersebut berlaku bagi
surasurat aksep yang digunakan dalam praktek perkreditan
di bank.

Menurut ketentuan pasal 1878 ayat I Kitab Undang-—
undang Hukum Ferdata, keharusan tersebut dikecualikan
terhadap surat-surat andil dalam suatu wutang obligasi,
begitu pula tidak berlaku terhadap perikatan—-perikatan
utang yang dibuat oleh siberutang dalam : menjalankan
perusahaannya, dan demikian tidak berlaku terhadap akta-

akta dibawah tangan vyang telah diberi waarmerking

( pengesahan sidik jari ) ataupun telah dilegalisir oleh
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notaris atau pejabat lain yang berwenang itu,

Menurut tujuannya, kredit dibedakan atas dua macam,
yaitu kredit komsumtif dan kredit produktif. Kredit
komsumtif ialah kredit yang tujuanya untuk dipakai
menutupi kebutuhan komsumsi debitur, sedang kredit
produktif ialah kredit yang tujuannya untuk dipaka;
meningkatkan usaha.

Kredit yang diberikan dalam praktek perbankan di
Indonesia umumnya adalah untuk keperluan menguatkan
usaha. Dengan kata lain kredit vyang diberikan adalah
kredit produktif.

Hal ini berarti, surat aksep yang digunakan dalam
praktek perkreditan di bank tidak tunduk pada ketentuan
pasal 1878 ayat 3 Kitan Undang—undang Hukum Perdata,
sebab surat aksep tersebut diterbitkan oleh pengusaha
dalam menjalankan perusahaannvya.

Scheltema ( Wirjono Prodjodikiro 1987 : 27 )
berpendapat bahwa pasa 1878 ayat 1 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, tidak berlaku terhadap surat aksep, wesel
dan cek, dengan alasan sebagai berikut :

" Juga pada umumnya wesel, cek dan aksep tidak

takluk pada penentuan pasal 1878 ayat 'l dan 2 itu,

oleh karena Kitab Undang-undang Hukum Ferdata
bermaksud memberikan peraturan yang lengkap

( uitputtende regeling ) khusus mengenai bentuk

dari wesel, cek dan aksep, yaitu dalam pasal 100
mengenai wesel, dalam pasal 174 mengenai aksep dan
dalam pasal 173 mengenai cek ".

Sebelum melangkah pada pembahasan lebih jauh,
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terlebih dahulu akan dibahas secara singkat apa vyang
| dimaksud dengan kredit, sebab surat aksep dalam

pembahasan skripsi ini adalah bagian dari surat

perjanjian kredit.

Kata " kredit " berasal dari bahasa yunani
" credere " yang berarti kepercayaan. Jadi orang yang

memperoleh kredit adalah orang yang diberi kepercayaan.

1 Kredit menurut Achmad Anwari ( 1980 : 14 ) adalah

sebagai berikut :

" Suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada
pihak yang 1lain dan prestasi ( jasa ) itu akan
dikembalikan lagi pada waktu vyang akan datang
dengan disertai suatu kontra prestasi ( balas
jasa ) yang berupa bunga ".

Istilah kredit tidak ditemukan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata maupun di dalam Kitab Undang-undang
Hukum Dagang. Istilah ini penulis temukan dalam Undang-
undang nomor 14 tabhun 1967 yaitu Undang-undang Pokok
Ferbankan. .

Adapun pengertian kredit ini dapat dilihat dalam
pasal 1 ¢ Undang-undang Pokok FPerbankan 19467 yang
berbunyi :

" FKredit adalah penyediaan uwang atau tagihan-~

tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain dalam hal mana pihak peminjam
berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga yang telah
ditetapkan ". g
Dengan memperhatikan pasal 1 c Undang-undang FPokok

| Perbankan 1947, di dalamnya terkandung " kewajiban untuk




mengembalikan pinjaman ", dari segi yang lebih luas suatu

kewajiban untuk memenuhi perikatan.

Dari kewajiban ini dapat disimpulkan bahwa kredit
hanya diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu
mengembalikan kredit itu' di belakang hari. Hal ini
berarti pemberi kredit menanggung resiko bila ternyata di
belakang hari, penerima kredit tidak mampu ,mengembalikan
kredit tersebut. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka
Undang—-undang Fokok Ferbankan mensyaratkan agar kredit
yang diberikan oleh bank harus disertai dengan jaminan.

Didasari kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap

pemberian kredit harus dengan jaminan, maka jaminan itu

sendiri menurut Warsito Sanyoto ( Infobank / 1982 : &1 )

digolongkan atas jaminan / collateral inmaterial dan
jaminan / collateral material.

Collateral _inmaterial diartikan sebagai jaminan
yang menekankan dari segi bonafiditas perusahaan sebagai
nasabah debitur, sedang collateral material adalah
jaminan yang berupa barang tetap ( tidak bergerak ) dan
barang tidak tetap ( bergerak ).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan
berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam. Menurut
ketentuan pasal 1754 Kitab Undang—undang Hukum Ferdata
bahwa :

" Persetujuan pinjam-meminjam adalah persetujuan

dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak
yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang
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menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama
pula ".

Dari kalimat " pihak pertama menyerahkan uang itu
kepada pihak lain ", maka dapat disimpulkan bahwa
perjanjian pinjam—-meminjam bersifat riil., artinya
perjanjian pinjam-meminjam baru mempunyai akibat hukum
setelah ada penyerahan. Oleh karena kredit didasarkan
pada pérjanjian pinjam-meminjam, itu berarti bab XIII
Undang—undang Hukum Ferdata baru dapat diterapkan setelah
kredit digunakan oleh nasabah.

Fada bab terdahulu dikemukakan bahwa, surat aksep
adalah surat bukti tuntutan utang. Dengan kata lain surat
aksep adalah surat bukti adanya utang penanda tangan pada
orang yang namanya tercantum dalam surat itu. Jadi
apabila terjadi perselisihan, dimana penerbit menyangkal
adanya utang tersebut, maka surat aksep dapat diajukan
sebagai alat bukti tentang adanya utang tersebut. Surat
aksep adalah akta di bawah tangan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Mudassir
Muchsen, seksi legal dan dokumentasi, penulis mendapat
informasi bahwa pada saat surat aksep diterbitkan dan
surat perjanjian kredit ditandatangani, nasabah tidak
segera dapat menggunakan fasilitas kredit yang

dibutuhkannya.

Dalam praktek perbankan untuk dapat menggunakan




fasilitas kredit tersebut, terlebih da

mengajukan permohonan realisasi

merasa yakin bahwa nasabah yang bersangkuta pat diberi
kredit, maka bank mengeluarkan surat pernyataan efektif.
Fada saat itu, nasabah telah dapat menggunakan fasilitas
kredit yang telah disediakan untuknya. Nilai surat aksep
adalah sebesar nilai yang telah disepakati dalam surat
perjanjian kredit.

Dalam praktek di bank dalam mengambil keputusan
tentang pemberian kredit terlalu lama, sehubungan dengan
hal tersebut Mariam Darus Badrulzaman ( 1989 : 170 )
mengatakan sebagai berikut 3

= Keputusan yang terlalu lama ini merugikan

penerima kredit, karena perubahan keadaan

mengakibatkan rencana biaya pada saat permohonan
kredit diajukan akan berbeda dengan penggunaan
kredit itu direalisir ".

Dengan demikian ada kemungkinan pemohon kredit akan
mengurungkan niatnya untuk mengambil kredit tersebut. Hal
ini berarti ada kemungkinan pinjaman tidak diserahkan
sekalipun surat perjanjian kredit telah ditandatangani
dan surat aksep telah disserahkan kepada bank.

Kemungkinan lain pinjaman tidak diserahkan menurut
Mariam Daru! Badrulzaman ( 1989 : 26 ) adalah apabila bank
mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan mengenai
pemohon .

Informasi baru tersebut misalnyas; setelah

penandatangan surat perjanjian kredit dilaksanakan, bank




memperoleh informasi bahwa pemohon adalah orang yang

termasuk dalam catatan penarik cek kosong ( black list )
maka tentu bank mengurunkan niatnya untuk memberi kredit
kepada peminat kredit itu. Nama baik atau good_will
adalah salah satu modal dalam dunia usaha khususnya dan
dunia perekonomian pada umumnya. Dan nama baik ini
jugalah yang menjadi jaminan bagi penerima surat aksep.

Dalam suart perjanjian kredit yang digunakan oleh
Bank Duta, dicantumkan ketentuan bahwa bank berhak untuk
menghentikan segala pengambilan uang meskipun masa
persetujuan kredit belum berakhir. Dengan demikian ada
kemungkinan kredit yang diberikan tidak sama jumlahnya
dengan jumlah vyang disetujui dalam surat perjanjian
kredit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis
dapat simpulkan bahwa surat aksep yang ditandatangani dan
diterbitkan oleh nasabah dalam praktek di Bank Duta tidak
dapat diterima sebagai alat bukti adanya utang. Dengan
kata lain, surat aksep beserta surat perjanjian kredit
yang tidak diikuti dengan penyerahan kredit dari bank,
itu harus dibatalkan.

Fada umumnya surat aksep dapat digolongkan sebagai
surat berharga. Akan tetapi tidak semua surat aksep itu
surat berharga. Sebagai contoh adalah surat komplaisance
( complaisance_papier ).

Pengertian surat komplaisance menurut Mollengraaf




( Emy Pangaribuan Simanjuntak, 1982 15 ) adalah @

" SBurat wesel atau surat sanggup yang terbitnya

tidak didasarkan atas suatu perikatan dasar atau

kontrak wesel, tetapi penerbitan itu hanya terjadi
karena seseorang mau menolong orang lain yang
membutuhkan uwang dengan cara suatu disconto ".

Fada bab terdahulu telah dikemukakan bahwa pada
umumnya surat berharga berlatar belakang pada surat
perjanjian. Perjanjian adalah salah satu sumber
perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian inilah
yang disebut dalam hukum surat berharga istilah perikatan
dasar. Fenerbit surat komplaisance yang disebut di atas
tidak didasarkan atas suatu perikatan dasar. Jadi
penerbit sama sekali tidak mempunyai utang pada orang
disebut namanya dalam surat aksep atau surat wesel /
penerima / pemegang pertama.

Fada surat komplaisance ini, penerbit tidak
berutang pada penerima surat itu. Ia menerbitkan surat
itu semata-mata untuk menolong agar orang yang disebut
namanya dalam surat aksep, dapat memperoleh uang dengan
jalan mengalihkan surat tersebut kepada orang lain. Dan

orang yang disebut terakhir ini memperoleh pendapatan

dari potongan harga ( discount ). Dengan perkataan lain,

orang vyang disebut terakhir ini, tidak membayar harga
surat itu sejumlah yang tercantum dalam surat itu, ia
hanya membayar sebagian dan sebagiannya lagi merupakan
pendapatannya. Ini disebut mendiskontokan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis akan




membahas bagaimana surat aksep dalam praktek di Bank
Duta.

Surat aksep yang diterbitkan dalam praktek
perkreditan di Bank Duta bukan surat komplaisance,
penerbit surat aksep bukan untuk menolong bank memperoleh
pinjaman, melainkan sebaliknya bank vang memberikan

pinjaman kepada penerbit.

4.2 Peranan Surat Aksep dalam Praktek di Bank.

Fada umumnya pemberian kredit di bank, dituangkan
dalam surat perjanjian kredit. Surat perjanjian kredit
ini disediakan dalam bentuk formulir. Karena itulah surat
perjanjian kredit disebut perjanjian standar ( contract
standart ).

Dalam surat perjanjian kredit di Bank Duta, ada
ketentuan yang mengharuskan debitur / penerima kredit
untuk menerbitkan surat aksep ( promissory note ).

Menurut informasi yang penulis peroleh dari hasil
wawancara dengan PBapak Mudassir Muchsen, seksi legal
dan dokumentasi bahwa tujuan penggunaan surat aksep dalam
praktek pemberian kredi; di Bank Duta adalah untuk
menjamin adanya kepastian akan pengembalian kredit yang
telah diberikan kepada debitur. -

Dalam surat perjanjian kredit di Bank Duta, tidak

ada satu ketentuanpun yang menyebutkan mengenai

kesanggupan debitur / penerima pinjaman untuk




mengembalikan kredit apabila perjanjian kredit

terealisasi dalam arti penyerahan uang terlaksana.

Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh pihak bank
karena keadaan tersebut dapat menimbulkan kerugian di
pihaknya. Posisi bank dalam hal ini kurang kuat dalam
arti dapat dirugikan.

Sebagaimana diketahui bahwa kredit yang diberikan
oleh bank, dipungut biaya. Ini wajar mengingat bahwa dana
yang disalurkan oleh bank memlalui pemberian kredit,
sebagian besar berasal dari berbagai pihak. Dan untuk
memperoleh dana tersebut, bank harus mengeluarkan biaya,
yang dalam hal ini berupa bunga.

Karena itu, bila pemberian kredit tidak disertai
dengan ketentuan akan kesanggupan penerima kredit untuk
mengembalikan kredit, maka ada kemungkinan pinjaman itu
membengkak hingga melampaui batas nilai barang Jjaminan,
karena bunga akan diperhitungkan terus hingga kredit
dikembalikan. Dan bila penerima kredit dinyatakan pailit,
kemungkinan bank tidak memperoleh kembali seluruh utang
yang telah diberikannya.

Selain itu, keberadaan barang jaminan sebagai
tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian di
pihak bank, menjadi kurang berarti, sebab barang itu
tidak dapat dijual sebelum penerima kredit dinyatakan
wanprestasi atau pailit.

R. Ali Rido ( 1988 : 32 ) wmenyatakan sebagai




berikut :

" Fungsi penarikan surat aksep ini adalah untuk
memberi kedudukan yang lebih kuat kepada bank dari

pada akta perjanjian pinjaman uwang ( kredit )
karena, dengan memegang surat aksep dalam
menghadapi wanprestasi dari tertarik ( debitur

aksep ), dapat berlaku ketentuan mengenai BGijzeling

dan conservatoir beslag ( pasal 229 dan pasal 581

Hukum Acara Ferdata sebagai pedoman ) ".

Dengan adanya surat aksep ini penerima kredit akan
berusaha untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan
oleh bank.

Adapun bunyi dari pasal 581 ayat 2 Hukum Acara
Ferdata adalah paksaan badan dapat dilakukan juga terhadap
semua orang karena usahanya menandatangani surat-surat
order atau surat niaga lainnya.

Selanjutnya ayat 2 b pasal 581 berbunyi sebagai
berikut:

"  Barang siapa menjalankan usaha, dianggap

mengikatkan diri untuk kepentingan usahanya bila

yang sebaliknya tidak dinyatakan dalam surat yang
ia tandatangani, kecuali ia dapat membuktikan
sebaliknya ".

Dengan menandatangani surat, kemudian bank menerima
surat aksep itu, maka terjadilah perikatan, dimana
penanda tangan terikat untuk mengembalikan kredit pada
saat surat aksep jatuh tempo.

Bentuk surat aksep vyang digunakan dalam praktek
perkreditan di Bank Duta ada dua macam yaitu surat aksep

atas penglihatan dan surat aksep yang telah ditentukan

tanggal jatuh temponya.

o
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Dari data yang penulis peroleh mengatakan bahwa
penggunaan kedua macam surat aksep tersebut pada dasarnya
sama, yaitu sebagai lampiran surat perjanjian kredit,
namun biasanya untuk nasabah-nasabah yang berbentuk badan
usaha dengan plafond pinjaman yang cukup besar digunakan
surat aksep yang telah ditentukan jangka waktunya.

Apabila surat aksep yang digunakan dalam mengambil
kredit adalah bentuk aksep yang telah ditentukan tanggal
jatuh temponya, maka berarti disetujui pula bahwa bank
tidak berhak menagih sebelum surat aksep jatuh tempo.
Sebaliknya apabila surat aksep yang digunakan adalah surat
aksep atas penglihatan, maka berarti disetujui pula bahwa
setiap saat bank dapat melakukan penagihan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Mudassir
Muchsen, diperoleh informasi bahwa surat ak-op-yang telah
ditentukan jangka waktunya dapat dialihkan apabila bank
mengalami kesulitan likwiditas. Fengalihan surat aksep
dilakukan dengan cara membubuhi endosemen pertama pada
surat aksep tersebut.

Dengan demikian fungsi surat aksep sebagai surat
berharga dapat dilihat dalam praktek perkreditan di Bank
Duta.

Dalam praktek perbankéh, surat aksep digunakan dalam
transaksi dipasar uang antar bank. Dalam transaksi
tersebut bank penerima pinjaman ( borrowing bank )

mengeluarkan surat aksep ( romissor note ) dan
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diberikan kepada yang meminJamkan uang ( lending bank ),

dimana penerima pinjaman berjanji akan membayar kembali

pinjaman tersebut pada waktu yang disebutkan dalam surat

aksep tersebut.

Dana yang diperdagangkan dalam pasar uang antar
bank pada dasarnya adalah dana yang sifatnya pendek,
dalam hubungan ini oleh Bank Indonesia melalui surat
edarannya nomor SE.6 / 22 / UFUM tertanggal 28 - 2 -~
1974, menetapkan jangka waktu pelunasan kembali dana yang
diperoleh harus dalam jangka waktu selambat-lambatnya
( termasuk transaksi perpanjangan ) 7 ( tujuh ) hari
terhitung sejak hari penutupan transaksi yang pertama.

Apabila setelah lewat 7 ( tujuh ) hari dana
tersebut belum dibayar kembali oleh bank penerima
pinjaman, maka pinjaman itu harus diperlakukan sebagai
pemberién kredit biasa dan untuk itu harus dipenuhi
ketentuan—-ketentuan formil mengenai pemberian kredit,
antara lain melengkapi akad kredit, pembayaran bea
materai kredit dan pengikatan jaminan serta hal-hal lain
yang lazimnya berlaku di bidang per kreditan.

Dalam transaksi di pasar uwuang antar bank, pemegang
surat aksep pada saat jatubh tempo surat aksep tersebut
dapat langsung menagihnya dengan cara memperhitungkannya
sebagai warkat kliring sepanjang surat aksep itu

diperhitungkan atas dasar " face value " dan dinyatakan

dalam rupiah.




Dengan

demikian surat aksep dapat juga

oleh bank dalam memperoleh pinjaman.

Proses
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5.1

Kesimpulan.

Setelah menganalisa uraian - uraian dalam bab

terdahulu, maka dalam bab ini penulis memberikan

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Pada umumnya, bank dalam memberikan kredit kepada
nasabah menginginkan agar kredit yang diberikan dapat
dikembalikan mengingat bahwa kredit yang diberikan
kepada nasabah berasal dari beberapa pihak. Untuk itu
adalah wajar apabila bank menggunakan berbagai cara
agar maksud tersebut dapat tercapai. Salah satu yang
digunakan adalah dengan mensyaratkan penerbitan surat
aksep bagi setiap peminat kredit.

Surat aksep dalam praktek di Bank Duta digunakan
sebagai lampiran surat perjanjian kredit. Surat aksep
tersebut disediakan dalam bentuk blanko, meskipun
demikian pengisiannya dilakukan oleh bank. Hal ini
penting oleh bank untuk menghindari kesalahan
pengisian yang dilakukan oleh debitur.

Surat aksep penggunaannya di Bank Duta dimaksudkan
untuk menjamin adanya kepastian pengembalian kredit
yang dikeluarkan.-

Feranan surat aksep dalam perbankan adalah memberikan

kepastian pengembalian kredit.
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5.2 Saran.

Setelah penulis menyimpulkan éembahasan di atas,
maka penulis mencoba pula mengajﬁkan saran
sebagai berikut :

1. Dleh  karena adanya prosedur yang panjang untuk
pengambilan kredit di bank, mengakibatkan pemohon
kredit ( debitur ) kadang mengurungkan niatnya, maka
sebaiknya prosedur tersebut dipermudah. r

2. Hendaknya dibitur yang menandatangani surat aksep

konsekuen dengan apa yang telah disetujuinya dalam
surat aksep, agar tujuan dari penggunaan surat aksep
dapat tercapai, selain itu untulk meningkatkan
kepercayaan terhadap penggunaan surat dalam praktek

perbankan.
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SURAT SANGGUP
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atas pengunjukan surat aksep ini maka yang bertand.. i:angan di bawah ini :

berjanji membayarkan kepada PT. BANK DUTA

alau ordernya, jumlah uang sebesar Rp.

Mengenai Aksep ini, yang bertanda tangan di bawah ini, memilih domisili Umum dan tetap di kantor
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. PERJANJIAN-KREDIT

No .
Yiag dertiada tingar Sidawab ini
gar' far Taronanvs Sertiacak untuk dan zla: same TT.BANY TUTR Semecudukar 27 lakarts. urvnd oze

“isehut BANK.

'at -
cBisgu iR

1

dzian kedudukannya selaku
dari dam Karena itu bertindak untuk Zar atas nama
bertempat tingga) derkedudukan d
untuk selanjutaya disebv® : DEBITUR.
kedua-belah pihak demgan ini meneranokan Sabwa antara GANK agan DEBITUR teizb sejakdl dan Karenanss
saling mengikat diri untuk mengadakan perjanjiac pinjam @eRinjes uans dencar ko'snluar dan sverzc-
syarat rang telah disppaiali bersama sebagaimanz diatur daiam dasai-pasal zedaga: berilutp=-==-eeee-

PASAL 1

BANK telah memberi¥an tepada DEBITUR, Fasilitas Kredi! vang selaly dapat-ditarik Kemdal: dar DESITUR
menvatakan menerina fasilitas Kredit terseput sebosas Rr.

arbi‘m, g
Jumiah mana !idak-termEcul Bungi dan Didyasd.aYa JRiaRyRimmmommesmmessssemc oo oo o ctSStammenae e
Untub selurudnrd Sisedul PINSAAN RESULER - . —en

SaSAY 2

Terhadap fasilitas Pinjaman Reguler hanya dapat ditarik oieh DEBITUR dengar menerhitkar PROMISSORY
NOTE 1) maksinal untuk waktu 7% (cembilas pulub) hari terhitung sejak tangga’ aenerh tan SROMISSOT
m rC\ ‘t“S!b:."
Jumlah vang pac: setiao PROMISSORY MOTE adaish dengan Ke!ipatan ainiza’ sebesar R

fasaL 3

Terhadap fasi'itaz Finjaman Reguier, pada saa‘ permohonan untu¥ menarik sinjaman ditesimi Zir
DEBITUR olen BANK, dalam waktu Id{satu) hari dari tanggal diterimanvs PROMISSOP™ NOTZ!Z) ‘erseil®
untuk jumlah ranc disebutkan dalam PROMISSORY NOTZIS) tersedbut, DANK akar memberikar Kepad: DZBITF
Jumiah vang disedutfan untuk dikredithkan pada rekening Debitur vang ada pada 3ANK, &

masal ¢

DEBITUR harus nembayar kepada BANK : , s
!. Bunga ‘ferhadas Pinjaman Reguler sebezar s

terhitung sejak tanggal penarikan cari jumlah tersebu! sampa. dengan pelunasar pinjamas tersebut,
Sungs =mans  harus dibavar oleh DEBITUR kepadz BANY antar:z pada *anggai 2! (duapuluhsatu) amsa
dengar.  tangga! 30Ctigapuluh) atau 31(tigapulub satu) setiap buian berjalir meia'ur rekening
DEBITUR pad: BANK akam tetap: BANK tanpa diwajibkan berbuz! demikKian dacat nemazu¥han Jumiat
bunga tersebui sebagai debet dalam rekening DEBITUR :ang ada padz BNK, .
SANK berhak untuk menanbah atau nengurangi tingkat bunga sesua. dengan pesh:‘ungan BANK Zam urtue
ity BANK akan menber iiabukan secars tertulis kepada DERITUR.




11.Provici kredit sebesar y B U dari jumlah fasilitas kredit

dan harus dibavar dimuka. -
PASAL S
Fasilitas Finjaman Reguler diberikan untuk Janoks wakty { ; 1an Stahun
terhitung sejad tanggal sampai tanggai

Karenanya OEBITUR harus aembayar Kembali kepada BANK seluruh Kewajibannya Kkarena hutang pokok,
bunga, provisi dan biara-biava lainnya secara mencicil maupun sekaiigus dan harus lunas pada saat
Serakhirnys jangka waktu tersebut.

Jangka waktu Yredit tersebut dengan permohonan tertulis dari DEBITUR dapat diperpinjang demgan wakty
dan syarat serta Ketentuan yang akan ditetapkan oleh BANK, akan tetapi BANK atas pertimbangannya
sendiri bernhak untuk menolak perpanjangan tersebut,
Permohonan tersebut harue diajukan DEBITUR dalan waktu l{satu) buian sebeium jangka waktr fasilitas
tersebut berakhir,

PASAL &

DEBITUR dengan ini menyatakan persetujuannya apabila dalam batas waktu berlakunya kredit ini beium
nelunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumliah Kredit berikut bunga dan biayz-biava lainnva
rang timbul berdasardan perjaniian ini, naka BANK berhak memperhitungkan dendalPenalty Overdue)
terhadap DEBITUR sepesar ) setiap bulan gari seiuruh Kewajiban DEBITUR
kepada BANK.

PasaL 7

DEBITUR dengan ini berjanji dar mengikat diri Kepada BANK bahwa seiama DEBITUR karena sebab apapun

Jugz masih berhutang Kepadz BANK maka DEBITUR wajib : ———

3. menyanpaikan Kepada BANK setiap tahun dalam waktu 120 (seratus duapuluh) hari sejak tangoal
penvtupan setiap tahun fickal, laporan Kewamgan dari DEEBITUR yang telah diperiksa oleh Akuntan
Publik dalan bentuk vang memuaskan BANK (Khusus terhadap DEBITUR vang mendapat fasilitas Kredit
sebesar Rp.!50,000,000,- (seratus limapuluh juta rupiah) Keatas,

t. memberikan Kepada BANK setiap 3(tiga) bulan dalam waktu 30 ‘tigdpuich) hari sejak  penutupan

setiap wakiu ity, laporan Keuangan DEBITUR yang dibuat dan ditandatangani cleh DEEITUR.

. rencana cash flow untuk jangka waktu setiap &(enan)bulan

. melaporkan Wepada BANK posisi/Kondici persediaan/stock barang jaminan/atau setiap bulan,-==-=---

melaporkan Kkepada BANK setiap 3(tiga) bulan dalan wakiu 30 (tigapuluh) hari hasil produksi dan

penjuzlan barang yang diproduksi/diperdagangkan. -

. memberikan informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan wsaha dan Keadaan Keuangan dari

DEBITUR sebagai mana yang diminta oleh ReNK.
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. PAsAL ¢

Perjanjian ini dengan sendirtnya akan berhenti dan semuz Kewajiban beruoa pokok kredit, bunga dan
biaya-biaya harus dibayar dengan seketika dan dengan sekaligus lumas :
3. cika DERITUR dan/atau PEMILIK JAMINAN dinyatakan pailit atau mendapal tempo menunda pembayaran
{SURSEANCE N SETALING) 53ik rang bersifat sementara maupun vang pasti atac.
JEBITUP dihubarian atau Raoat Unun Pemegang Sahan memutusian untuk membubarkan persercan atay, --
viKalau atas Xekavaan DEEITUR dan/atau PEMILIK JAMINAN dilakukan sitaan penjualan atav sesuaty
fi%aan penjualan {concervatoir) yang disahkan.
. Jiksiau JEBITUR %idax membayar tunga uang tersebut Zigua’ bulan berturut-turut dan atav tidak me-
aenuh. saiah zaty dari “ewasibanaya yang telah ditetzpkan, sedang dengan lewatnya waktu dan/atau
‘telah  terjadinya pelanggaran atas saiah satu dati Kewajiban-kewijibannya telah cukup menjadi
bukti rang nyata akan Kelaiaiananya dan/atau Kesalahannya, sehingga peringatan dengan surat jury
£t ataw surat-surat lain serupa ity fidak diperlukan lag! atau
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, Jikalzu salah secrang *MILIK JAMINGN meninggal dunia atau ditaruh dibawah perwalian Curatele)
stag Karana sebab-sebab Tainnya Kehilangan hakaya untuk menqurus Sarta bendanva atau,

¢, lixalay 3pa rang Jijaminkan demgan zer:anjian ini 3dalah sedemikian rupa, sehingga harganya me-
surut pendapat WK tidak memberi¥an _aminan yang cukup Suna pembayaran |unas ~ewajiban CEBITUR.

. oikalau DEBITUR ‘erlibat stau ikut terlibat dalam tindak 2idana dan;’ﬂau serbuatan hukua '2in-nva
ing menurut sertimbangan ANK aencemarkan nama baik DEBITUR, untuk (tu SANK tidak per!u menunggu
:am0al 1Ganya Yeputusan Pengadilan

8. <. Kalag OEBITUR meninggal dumia atau ditaruh dibawah perwalianfCuratele),

s

PASAL 7

JEBITUR dapat menghentikan perjanjian kredit ini dengan seketika asal saja memdavar seluruh  jumiah
yang =enj2di “ewajidannya Yarena pokok, Lunga dam Diara-biaya lainava Kepada BANK.

PhéAL 10

#NK sewaktu-waktu tanpa harus aemperhatikan jangKa waklu Kredit vang tercantum dalam pasal 5 terse-
but diatas bDerhak untuk mengakhiri perjanjian fredit :ai atas pertimbangan sendiri dari Bank, dan
Xarenany: dagat nenarik Zembali Yredit ‘ercebut, dalam hal mana DEBITUR wajib membayar Xembali
dengan segera sekaligus selurub Kewa)ibannva Karena pokok, bunga daa Giava-biaya ldinnva, tanpa di-
haruskan nmembefi¥an jeringatan ter'etDih dahulu maupun memperquazkan bantuan grang atau pihak yang
berwajib.
IANK Serhak menentukan jumlah piotang CEBITUR baik hwtang vang timbul Zirena perjanjian ini dan/atau
sleh s2bab ipapun juga termasuk zegala perhitungan bumga, provisi, biaya penqusutan/penagihan dan
Siaya-hiaya lainaya rang diakibatkan oleh perjaajian ini baik vang ‘elah naupun yang belun dibayar/
digerhitungkan oleh 3NK. Dalaa hal demikian. DEBITUR berjanii dan Karenanya mengikat diri untuk
sembayar seluruhnra secara ‘unai dan se-Xetika dalam waktu 3(tiga) hari sejak tanggal pemder:tahuan
pertama oleh 3ANK,

Untuk its DEBITUR nelepaskan hakaya rang tercantum dalam pasal 1286 Kitab Undang-indang Hukun
Perdata Republik Indonesia.

PASAL 11

Dalam Melakukan haknya untuk menagih hutang fersebut dam untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum
sang dimaksud dalam perjanjian ini, aaka 3ANK dapat serta berhak menetapkan sendiri jumlah hutang
debitur yang masih harus diselesaikan tanpa mengurangi hak dari DEBITUR untuk nantinya membuktikan
herapa sebenarnya jumiah hutang ity akam ietapi tidak melebihi dari 12 hari Kerja sejak pemberitahu-
an  9NK dan/atau diketahuinya oleh DEBITUR sendiri dan dengan Kewajiban dari Bank untuk membayarnya
Kembali kzpada DEBITUR 2pabila nungkin terjadi Xelebihan diterima oleh BANK, dalam nana 8ANK tidak
diwajibkan membayar bunga dan Kerugian sesuatu apapun Xepada DEBITUR.

PASAL 12

Jikalau DEBITUR lalai membayar apa vang harus dibayar olehnya, berdasarkan perjanjian Kredit ini,
jaka seqala ongkos penagihan, termasuk juga upah Kuisa BANK harus dipikul dan dibarar oleh DEBITUR.

PAgAL 13

Untuk menjamin gquna Xepastian pembayaran Xembali zeluruh Kredit yang dipergunakan dan pelunasan yang
seksama daripada bunga dan biaya-biaya lainnya sang timbul dari perjanjian ini, maka DEBITUR sebelun
menperqunakan Kredit ini harus nenyeridKin jaminan rang cukup berupa DEPOSITO SERJANGKA/SERTIPIKAT
QEPOSITO atau semacianya Kepada BANK dan/atau jaminan lainnya berupa apapun juga untuk mana penye-

rahan jaminan Kredit tersebut dilakukan dengan surat-surat/akte-akte tersendiri, surat-surat/akte-
akte aana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.
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PASAL 14

ila DEBITUR tidak membiyar kembali hutang-hutangnyi pade saa! berakhirnys persetujuan ini atav
ha sebab-sebab yang tercantun dalan pasal § dan/atau pasa) 10 tersebut diztas, BANK tanpa harus
etujuan lebih dabuly dar: DEBITUR berhak mencairkan jaminan kredit untub diperhiturgian dengan
ah kewzjiban DEBITUR, 5i%:i ade Kekurangan maka ataz permintaan BANK, DEBITUP harus menvetor se-
at kekurangan tersebut.

PASAL IS
11a permirtzar dan penge.uarar vang DEEITUR sedapat-dapatny: dilahukar dengar perantaraar BARY,
PASAL 14

ITUR mengika! diri wntuk setiap waktu diperlukan BANK unte¥ nmemberi keterangan kepad: BANY
hadap Keadaan perusahaannya’usahany: nemberikan kesempatan Kepada BANK untl) nmemeriks: barang-
ang Jaminan dan buku-buku perusahaan oengar biaye DEBITUR, tigal mengike! diri selgge’ penjamir
hadap pihak ketige tanp: seirin gari BANK sert: tunduk sepenuhnye atas segelz petunjub-petuajul
peraturan-peraturan dar hebizszar-kKebiasaan mengenai perkreditan yang telah maupun yang akar di-
avhan Kemudian olek BANE teruiana nengena: perkreditan dan perbankan pade UMURNYE, =-=-—-====-===-

PasAL 17
ara sepihal  tanp: dinavuskar memberitahukar lebih dahulu, BANE berhal untud mencial  segeid

igandilar  uang meskipui 25 persciuguar kredit belun berakhir, Jike BONK merase Khawalir banw:
Jaman  tersebut 1idak akan dibavar Tunas tepal pade waktu seng t:iad Silelaskan, mavpur Kares:

PASAL 18

ale sesuatu vang belwm cukur distes dalam Perjanjiar ini yang oleh BN diatur dalam sumet-
vurat dan kertas-kertas lair merupakan bagian yang dilanpiriar page dai ticak Capal Cipisedkar
perjanjian ini == 3

PASAL 1°

perjanjian ini dar segai: akibatnyz berlaku pula Syarat-syarai Unum mengenai Hubungar

Koran dengan BAND yang telah disetujui oleb dan mengikal DEEITUR, ==--me=-----sscccemcme-
cjaniian int car segels akibui hukumnye kegue DELah pike: men Tt ome izl gmur car tely
i67e Pengadiiar NeQE” " T L.iviniiienerninenis

ng Gipilit iy, BANY dapa' menberitanukar Oemgar pess’ segali aktr-akt: ogar expicii-
ar  atav diluar pengadilar yang sekiranye perlu dar  akai -DERgTIRkaT  teRdusaany:
tat, hepace alana! terakhir yang dikenalnya, sedanpkar pengi~ikar itv tidal perii
hukun.

rlake untuk akh1:-akhl' weric dan penerinpz-jener iRz hal,

1

Jdar ditandatangan: o
gga’
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